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JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014
menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah yang mengatur tarif retribusi Menara
Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum, perlu
melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi
Pengendalian Menara telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembetukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

SALINAN



2

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju

Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Utara Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya

yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan

Pengendalian Menara Telekomunikasi yang didasarkan

pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian.

(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan

jasa dengan tarif Retribusi dengan rumus : RPMT = TP x TR.

(3) Perhitungan tingkat penggunaan jasa (TP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan

antara nilai Zona Merah (ZM) berdasarkan jarak tempuhnya
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dijumlahkan dengan jenis menara dikalikan dengan jumlah

kunjungan ke menara sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(4) Perhitungan tingkat penggunaan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan formulasi rumus :

TP = ZM + JM x 2.

(5) Penetapan zona menara dan jenis menara sebagaimana

dimaksud sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan

Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 3
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI
BARAT: ( 11 ) / ( 2019 )
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